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BAB II  

KAJIAN TEORI  

 

A. Implementasi Undang - Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 

1. Pengertian Undang – Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 

Pada awalnya proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia tanggal 17 

Agustus 1945 merupakan tonggak awal dimulainya pembangunan negara 

pada segala bidang, termasuk pendidikan. Pada masa awal kemerdekaan 

tersebut, tingkat pendidikan penduduk Indonesia sangat rendah. Betapa tidak, 

saat itu dari sekitar 70 juta jumlah penduduk Indonesia, hanya sekitar 5% 

yang melek huruf. Sisanya yang 95% buta aksara.
1
 

Para pendiri negara sangat menyadari pentingnya aspek pendidikan dalam 

pembangunan bangsa. Oleh karenanya, mereka dengan sadar meletakkan 

dasar-dasar yang kokoh sebagai landasan pembangunan pendidikan. Hal ini 

tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan secara tersurat 

bahwa salah tujuan nasional adalah ”mencerdaskan kehidupan bangsa”. 

Selanjutnya, dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 31 secara eksplisit 

ditegaskan bahwa ”setiap warga negara berhak mendapat pengajaran”
2
 

Pada awal kemerdekaan, program-program pembangunan praktis tidak 

berjalan. Pasalnya, energi bangsa Indonesia tersedot untuk upaya-upaya 

                                                             
1
 Depdiknas, Wajib Belajar Pendidikan Dasar 1945-2007, (Jakarta: Depdiknas, 2007), h. 2 

2 Ibid, hal 3 
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mempertahankan kemerdekaan. Walaupun demikian, upaya-upaya menata 

sistem pendidikan nasional tetap berlanjut. Hal tersebut misalnya tampak 

dalam sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) 

tanggal 25 s.d. 27 Desember 1945 yang menghasilkan 10 rekomendasi untuk 

penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Walaupun dalam kondisi serba 

terbatas, usaha mencerdaskan kehidupan bangsa pada masa revolusi ini, telah 

memperlihatkan hasil yang signifikan 

Tonggak sangat penting pembangunan pendidikan di Indonesia yang 

ditancapkan pemerintah adalah disahkannya UU No. 4 Tahun 1950 jo UU 

NO. 12 Tahun 1954, tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di 

Sekolah untuk Seluruh Indonesia. Sejak saat itu, seiring semakin membaiknya 

kondisi negara secara umum, penataan sistem pendidikan nasional terus 

menerus dilakukan dan dilakukan perbaikan-perbaikan. undang-undang 

tentang sistem pendidikan nasional yang pernah diundangkan sebagai dasar 

pembangunan pendidikan Indonesia dan sampai akhirnya terbentuk Undang – 

Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 yang menjadi dasar pendidikan di 

Indonesia.
3
 

 

2. Tujuan Undang – Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 

                                                             
3 H.A.R. Tilaar, 50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995, (Jakarta: Grasindo 1995), 

h. 67 
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Tujuan undang –undang Sisdiknas no 20 tahun 2003 yaitu Pendidikan 

memegang amanat tertinggi bangsa ini sebagai sarana untuk membina dan 

membangun manusia Indonesia seutuhnya, sebagaimana tercermin dalam 

pembukaan UUD 1945 “untuk memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa”. Bahkan kemudian secara tegas dinyatakan 

dalam amanat pasal 31 UUD 1945 dan Perubahannya menyebutkan bahwa 

“(1) Tiap tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan;(3) Pemerintah 

mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Untuk 

mencapai maksud yang diamanatkan pasal 31 UUD 1945 dan Perubahannya, 

maka dirasakan perlu menyusun Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 

dengan visi, misi, dan strategi yang mendapatkan tujuan pendidikan nasional 

yang dimaksud.
4
 

Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, Mengejar 

ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan 

perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

bangsa Indonesia melalui DPR dan Presiden pada tanggal 11 Juni 2003 telah 

mengesahkan Undang – undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, 

sebagai pengganti Undang - undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989. Undang 

-  undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang terdiri dari 22 Bab dan 77 

                                                             
4 Sejarah dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam, Hal 168 
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pasal tersebut juga merupakan pengetahuan dari salah satu tuntutan reformasi 

yang marak sejak tahun 1998.
5
 

Bahan mendasar yang dirancangkan dalam Undang – undang 

Sisdiknas yang baru tersebut antara lain adalah demokratisasi dan 

desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, tantangan globalisasi, 

kesetaraan dan keseimbangan, jalur pendidikan, dan peserta didik.
6
 

 

3. Isi Undang – Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional tetap mempertahankan dasar pendidikan nasional adalah Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut termaktub dalam Bab II pasal 2 

yang bunyi lengkapnya adalah “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 

Sedangkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional tercantum dalam Bab II 

pasal 3 yang berbunyi “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

                                                             
5 Prof. Dr. Arifin Anwar, Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang - Undang 

Sisdiknas, (Poksi VI FPG DPR RI, Jakarta : 2003), hal 01  
6 Ibid,.. 
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cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”.
7
 

Undang-undang sisdiknas terbaru ini memberikan penekanan bahwa 

penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis dan 

berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 

Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan 

sistem terbuka dan multi makna. Selain itu, endidikan diselenggarakan: 

sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang 

berlangsung sepanjang hayat; dengan memberi keteladanan, membangun 

kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses 

pembelajaran; dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan 

berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan dengan memberdayakan 

semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan 

pengendalian mutu layanan pendidikan. 

Undang-Undang No.20 tahun 2003 Bab VI pasal 13 menetapkan 

bahwa pendidikan nasional dilaksanakan melalui jalur formal, non formal, 

dan informal yang penyelenggaraannya dapat saling melengkapi  dan saling 

memperkaya. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan mencakup 

                                                             
7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
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pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan 

khusus.
8
 

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi 

jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar 

(SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau 

bentuk lain yang sederajat. 

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. 

Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan 

pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah 

Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain 

yang sederajat.
9
 

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan 

menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, 

spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan 

tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Perguruan tinggi dapat 

berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. 

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan 

                                                             
8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
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pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan 

program akademik, profesi, dan/atau vokasi. 

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang 

memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, 

penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung 

pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi 

mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan 

kepribadian profesional. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga 

kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar 

masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
10

 

Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan 

lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan 

diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik 

lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. 

Sementara itu, undang-undang ini juga mengatur pendidikan anak usia 

dini (PAUD), yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. 

Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan 

formal, nonformal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur 

                                                             
10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
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pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal 

(RA), atau bentuk lain yang sederajat. 

UU No. 20 tahun 2003 juga mengatur pendidikan kedinasan, yaitu 

pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga 

pemerintah non-departemen. Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi 

pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah 

non-departemen.
11

 

Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau 

kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan 

peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan 

nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. 

penyelenggaraan dan mutu pendidikan dilaksanakan dengan indikator 

Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP diatur dalam UU No. 20 Tahun 

2003 Bab IX pasal 35. Pelaksanaan pengaturan SNP telah dijabarkan dalam 

sejumlah Peraturan Pemerintah yang telah diundangkan. 

4. Fungsi Undang – Undang Sisdiknas no 20 tahun 2003 

                                                             
11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
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Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang selanjutnya lebih dikenal dengan nama UU Sisdiknas, sebelum 

adanya kedua Undang-undang yang mengatur tentang system pendidikan 

nasional, Indonesia hanya memiliki Undang-undang tentang pokok-pokok 

pengajaran dan pendidikan yaitu Undang-undang Nomor 4 tahun 1950. 

Adanya perubahan UUSPN No.2 tahun 1989 menjadi UU Sisdiknas 

No. 20 tahun 2003 dimaksudkan agar system pendidikan nasional kita bisa 

menjadi jauh lebih baik dibanding dengan system pendidikan sebelumnya. 

Hal ini seperti yang dikemukan oleh seorang pengamat hokum dan 

pendidikan, Frans Hendrawinatabeliau mengatakan bahwa dengan adanya 

undang-undang sistem pendidikan nasional yang baru, maka diharapkan 

undang-undang tersebut dapat menjadi pedoman bagi kita untuk memiliki 

suatu sistem pendidikan nasional yang mantap, yang dapat menjamin 

terpenuhi kebutuhan masyarakat akan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Apalagi mengingat semakin dekatnya era keterbukaan pasar.Hal tersebut 

sesungguhnya harus menjadi kekhawatiran bagi kita semua mengingat 

kualitas sumber daya manusia di Indonesia berada di bawah negara-negara 

lain termasuk negara-negara tetangga di Asean.Oleh sebab itulah diperlukan 

suatu plat form berupa sistem pendidikan nasional yang dapat menciptakan 
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sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan dunia internasional 

khususnya dalam era keterbukaan pasar saat ini.
12

 

Tujuan pendidikan adalah suatu factor yang amat sangat penting di 

dalam pendidikan, karena tujuan merupakan arah yang hendak dicapai atau 

yang hendak di tuju oleh pendidikan.Begitu juga dengan penyelenggaraan 

pendidikan yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah tujuan yang hendak 

dicapainya.Hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan pendidikan yang di 

alami bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan yang berlaku pada waktu Orde 

Lama berbeda dengan Orde Baru. Demikian pula sejak Orde Baru hingga 

sekarang, rumusan tujuan pendidikan selalu mengalami perubahan dari pelita 

ke pelita sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan kehidupan 

masyarakat dan negara Indonesia. 

Fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional dituangkan dalam UU 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 3 yang berbunyi : Pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

                                                             
12 Depdiknas, Wajib Belajar Pendidikan Dasar 1945-2007, (Jakarta: Depdiknas, 2007) 
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berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
13

 

 

B. Kurikulum Madrasah Diniyah Formal 

1. Pengertian madrasah Diniyah formal 

Madrash Diniyah adalah satu lembaga pendidikan keagamaan pada 

jalur luar sekolah yang diharapkan mampu secara terus menerus memberikan 

pendidikan agama Islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur 

sekolah yang diberikan melalui system klasikal serta menerapkan jenjang 

pendidikan.
14

 

Madrasah Diniyah adalah madrasah-madrasah yang seluruh mata 

pelajaranya bermaterikan ilmu-ilmu agama, yaitu fiqih, tafsir, tauhid dan 

ilmu-ilmu agama lainya.
15

 Dengan materi agama yang demikian padat dan 

lengkap, maka memungkinkan para santri yang belajar didalamnya lebih baik 

penguasaanya terhadap ilmu-ilmu agama. Madrasah Diniyah adalah lembaga 

pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran secara klasikal 

dalam pengetahuan agama Islam kepada pelajar bersama-sama sedikitnya 

                                                             
13 Prof. Dr. Arifin Anwar, Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang - Undang 

Sisdiknas, (Poksi VI FPG DPR RI, Jakarta : 2003), hal 
14 Depertemen Agama RI, Pedoman penyelenggaraan dan Pembinaan Madrasah Diniyah , (Jakarta: 

Depag, 2000), hal 7. 
15

 Haedar Amin, El-saha Isham, Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah Diniyah, 

(Jakarta: Diva pustaka, 2004), hal 39. 
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berjumlah 10 orang atau lebih, diantaranya anak-anak yang berusia 7 (tujuh) 

sampai 18 (delapan belas) tahun.
16

 

Madrasah Diniyah merupakan bagaian dari sitem pendidikan formal 

pesantren. Madrasah Diniyah ini menjadi pendukung dan melengkapi 

kekurangan yang ada dalam system pendidikan formal pesantren, sehingga 

antara pendidikan pesantren dan pendidikan diniyah saling terkait. 

Posisi Madrasah Diniyah adalah sebagai penambah dan pelengkap dari 

sekolah pendidikan formal yang dirasa pendidikan agama yang diberikan 

disekolah formal hanya sekitar 2 jam dirasa belum cukup untuk menyiapkan 

keberagaman anaknya sampai ketingkat yang memadai untuk mengarungi 

kehidupanya kelak. 

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Madrasah 

Diniyah adalah salah satu lembaga pendidikan keagamaan pada jalur non 

formal, dan merupakan jalur formal di pendidikan pesantren yang 

mengunakan metode klasikal dengan seluruh mata pelajaran yang 

bermaterikan agama yang sedemikian padat dan lengkap 

sehinggamemungkinkan para santri yang belajar didalamnya lebih baik 

penguasaanya terhadap ilmu-ilmu agama. 

Secara terminologi, pengertian Pendidikan Diniyah Formal  adalah 

suatu proses penyetaraan antara institusi pendidikan baik pendidikan di 

pondok pesantren maupun diluar pondok pesantren dengan menggunakan 

                                                             
16 Ibid, hal 40 
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kriteria baku dan mutu / kualitas yang telah ditetapkan secara adil dan 

terbuka. Selanjutnya hasil dari mu‟adalah tersebut, dapat dijadikan dasar 

dalam meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan di pondok 

pesantren. 
17

 

Dalam konteks ini, pondok pesantren yang memiliki madrasah 

program PDF yang terdapat di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) bagian; 

Pertama, pondok pesantren yang lembaga pendidikannya dimu‟adalahkan 

dengan lembaga-lembaga pendidikan di luar negeri seperti Universitas al-

Azhar Cairo Mesir, Universitas Umm al-Qurra Arab Saudi maupun dengan 

lembaga-lembaga non formal keagamaan lainnya yang ada di Timur Tengah, 

India, Yaman, Pakistan atau di Iran. Pondok pesantren-pondok pesantren yang 

mu‟adalah dengan luar tersebut hingga saat ini belum terdata dengan baik 

karena pada umumnya mereka langsung berhubungan dengan lembaga-

lembaga pendidikan luar negeri tanpa ada koordinasi dengan Kementerian 

Agama RI maupun Kementerian Pendidikan Nasional. Kedua, pondok 

pesantren mu‟adalah yang disetarakan dengan Madrasah Aliyah dalam 

pengelolaan Kementerian Agama RI dan yang disetarakan dengan SMA 

dalam pengelolaan Kementerian Pendidikan Nasional. Keduanya 

mendapatkan SK dari Dirjen terkait.  

                                                             
17 M. Ishom Yusqi, Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pesantren Mu’adalah (Jakarta: Dirjen 

Pendidikan Islam, Direktorat PD Pontren, 2009), hal 11. 
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Jadi madrasah diniyah formal (PDF) atau yang biasa di sebut dengan 

program Muaddalah yaitu suatu proses penyetaraan antara institusi pendidikan 

baik pendidikan di pondok pesantren maupun di luar pesantren, dengan 

menggunakan kriteria baku dan kualitas yang telah ditetapkan secara adil dan 

terbuka. Hasil proses penyetaraan tersebut dapat dijadikan dasar dalam 

meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan di pesantren. 

 

2. Sejarah perkembangan madrasah Diniyah Formal 

Sebagaimana sejarah berdirinya pondok pesantren karena madrasah 

diniyah merupakan bagaian dari pondok pesantren. Madrasah diniyah juga 

berkembang dari bentuknya sederhana, yaitu pengajian dimasjid-masjid, 

langgar atau surau-surau. Berawal dari bentuknya yang sederhana ini 

berkembang menjadi pondok pesantren. Persingungan dengan system 

madrasah, model pendidikan Islam mengenal pola pendidikan madarasah. 

Madrasah ini mulanya hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dan bahasa arab. 

Dalam perkembangan selanjutnya, sebagaimana dimadrasah diberikan mata 

pelajaran umum dan sebagaian lainya mengkhususkan diri hanya mengajarkan 

ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab. Madrasah yang hanya mengajarkan ilmu-

ilmu agama dan bahasa arab inilah yang dikenal dengan Madrasah Diniyah.
18

 

Lembaga pendidikan Islam yang dikenal dengan nama Madrasah 

Diniyah telah lama ada di Indonesia. Dimasa penjajahan Hindia 

                                                             
18 Ibid, hal 21‐22. 
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Belanda,hampir disemua desa di Indonesia dan penduduknya mayoritas Islam 

terdapat Madrasah Diniyah dengan berbagai nama dan bentuk seperti 

pengajian anak-anak, sekolah kitab dan lain-lain. Penyelenggaraan madrasah 

diniyah ini biasanya mendapatkan bantuan dari raja-raja/sultan setempat. 

Setelah Indonesia merdeka, Madrasah Diniyah terus berkembang pesat 

seiring dengan peningkatan kebutuhan pendidikan agama oleh masyarakat, 

terutama Madrasah Diniyah diluar pondok pesantren ini dilator belakangi 

keinginan masyarakat terhadap pentingnya agama, terutama dalam 

menghadapi tantangan masa kini dan masa depan telah mendorong tingginya 

tingkat kebutuhan keberagamaan yang semakin tinggi. 

Lembaga pendidikan Islam yang bernama Madrasah Diniyah adalah 

Lembaga pendidikan yang mungkin lebih disebut sebagai pendidikan non 

formal, yang menjadi lembaga pendidikan pendukung dan menjadi 

pendidikan alternative.
19

 Biasanya jam pelajaran mengambil waktu sore hari, 

mulai bakda ashar hingga maghrib. Atau, memulai bakda isya‟ hingga sekitar 

jam sembilan malam. Lembaga pendidikan Islam ini tidak terlalu perhatian 

pada hal yang bersifat formal, tetapi lebih mengedepankan pada isi atau 

substansi pendidikan. 

Madrasah Diniyah adalah suatu bentuk madrasah yang hanya 

mengajarkan ilmu – ilmu agama (diniyah). Madrasah ini dimaksudkan sebagai 

                                                             
19

 Headri Amin,Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah diniyah, (Jakarta: Diva 

Pustaka, 2004), hal. 14 
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lembaga pendidikan agama yang disediakan bagi siswa yang belajar di 

sekolah umum.
20

 Pada tahun 1910 didirikan Madrasah School (Sekolah 

Agama) yang dalam perkembangannya berubah menjadi Diniyah School 

(Madrasah Diniyah). Dan nama madrasah Diniyah inilah yang kemudian 

berkembang dan terkenal.
21

 

Madrasah pada abad ke 5 H atau abad ke-10 atau ke-11 M ajaran 

agama Islam telah berkembang secara luas dalam berbagai macam bidang 

ilmu pengetahuan, dengan berbagai macam mazhab atau pemikirannya. 

Pembagian bidang ilmu pengetahuan tersebut bukan saja meliputi ilmu-ilmu 

yang berhubungan dengan al-Qur‟an dan hadis, seperti ilmu-ilmu al-Qur‟an, 

hadits, fiqh, ilmu kalam, maupun ilmu tasawwuf tetapi juga bidang-bidang 

filsafat, astronomi, kedokteran, matematika dan berbagai bidang ilmu-ilmu 

alam dan kemasyarakatan.
22

 Madrasah Diniyah lahir dari ketidak puasan 

sebagian tokoh terhadap sistem pendidikan Pesantren, sehingga mereka 

mencoba untuk membuat lembaga pendidikan yang sedikit lain dengan 

Pesantren. Melalui organisai-organisasi sosial kemasyarakatan mereka mulai 

mendirikan lembaga pendidikan misalnya organisasi Muhammadiyah, 

Persatuan Muslim Indonesia (Permi), Diniyah, Thawalib, Pendidikan Islam 

                                                             
20 Ridlwan Nasir, Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2010),hal 95. 
 
21 Ibid, hal 95 
22 Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2001),h.161. 
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Indonesia (PII), dan sejumlah sekolah-sekolah yang tidak berafiliasi kepada 

organisasi apapun.
23

 

Setelah itu Madrasah Diniyah berkembang hampir di seluruh 

kepulauan nusantara, baik merupakan bagian dari pesantren maupun surau, 

ataupun berdiri di luarnya. Pada tahun 1918 di Yogyakarta berdiri Madrasah 

Muhammadiyah (kweekschool Muhammadiyah) yang kemudian menjadi 

Madrasah Muallimin Muhammadiyah, sebagai realisasi dari cita – cita 

pembaharuan pendidikan Islam yang dipelopori oleh KH. Ahmad Dahlan.
24

 

Di kemudian hari lembaga-lembaga pendidikan keagamaan itulah 

yang menjadi cikal bakal dari madrasah-madrasah formal yang berada pada 

jalur sekolah sekarang. Departemen Agama (dahulu Kementerian Agama) 

mengakui bahwa setelah Indonesia merdeka sebagian besar sekolah agama 

berpola madrasah diniyahlah yang berkembang menjadi madrasah-madrasah 

formal. Dengan perubahan tersebut berubah pula status kelembagaannya, dari 

jalur “luar sekolah” yang dikelola penuh oleh masyarakat menjadi “sekolah” 

di bawah pembinaan Departemen Agama. Meskipun demikian tercatat masih 

banyak pula madrasah diniyah yang mempertahankan ciri khasnya yang 

semula, meskipun dengan status sebagai pendidikan keagamaan luar sekolah. 

Pada masa yang lebih kemudian, mengacu pada Peraturan Menteri Agama 

                                                             
23 Dawam Raharjo, Pergulatan Dunia Pesantren Membangun Dari Bawah, (Jakarta: P3M, 1985), hal. 

xi 
24

 Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal 69 
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Nomor 13 Tahun 1964, tumbuh pula madrasah-madrasah diniyah tipe baru, 

sebagai pendidikan tambahan berjenjang bagi murid-murid sekolah umum. 

Madrasah diniyah itu diatur mengikuti tingkat-tingkat pendidikan sekolah 

umum.
25

 Pendidikan diniyah adalah model atau sistem pembelajaran yang 

tumbuh dan berkembang berbasis nilai, karakter, dan budaya. Diantara 

keutamaannya adalah transformasi ilmu pengetahuan yang bersifat substansif 

dan egalitarian. Sistem pendidikan di pondok pesantren terbukti telah 

melahirkan format keilmuan yang multi dimensi yaitu ilmu pengetahuan 

agama, membangun kesadaran sosial dan karakter manusia sebagai hamba 

Allah. 

Madrasah Diniyah Formal adalah sebuah lembaga pendidikan yang 

berawal dari pendidikan pesantren yang sebenarnya bertujuan untuk 

membantu memberikan pengetahuan agama Islam kepada para santri lebih 

luas yang kemudian beralih dari sistem pengajian pesantren menjadi sistem 

madrasah diniyah yang dilaksanakan secara klasikal. 

Adanya pemisahan sistem pengajian pesantren dan madrasah pada 

dasarnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam penyampaian materi 

atau mata pelajaran dan kitab-kitab yang dikaji di pesantren. Metodologi dan 

cara penyampaian di madrasah sama dengan cara yang digunakan dalam 

menyampaikan pengetahuan di pesantren. Kedua - duanya bercorak salaf 

murni baik dari segi metode maupun kurikulumnya.  

                                                             
25 Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001),hal 69. 
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Setelah disahkannya UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 banyak 

kalangan berpendapat pendidikan pesantren dan madrasah diniyah akan 

menjadi lebih baik nasibnya daripada masa UU Sisdiknas sebelumnya. Pada 

UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 ini jalur pendidikan telah dibagi menjadi 

pendidikan formal, nonformal, dan informal yang mana salah satu bentuk 

pendidikan yang diakuiPemerintah di dalamnya adalah pendidikan pesantren 

atau madrasah diniyah (pasal 30).
26

 

Lain halnya pada UU Sisdiknas tahun 1989 yang hanya membagi jalur 

pendidikan menjadi dua, yakni jalur sekolah dan jalur luar sekolah, dimana 

pendidikan pesantren atau madrasah diniyah masuk pada bagian jalur luar 

sekolah yang menimbulkan kesan bahwa pendidikan pesantren dan madrasah 

diniyah hanya diakui sebatas keberadaannya saja tanpa mengangkat statusnya 

menjadi bagian dari pendidikan nasional yang turut mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Setelah disahkannya UU Sisdiknas No,20 tahun 2003 beberapa 

kebijakan pun lahir untuk mengangkat dan memajukan pendidikan pesantren 

atau madrasah diniyah. Pada tahun 2005 setelah adanya status muadalah 

semakin membuka kesempatan bagi pendidikan pesantren dan madrasah 

diniyah untuk mendapatkan penyetaraan ijazahnya yang artinya Pemerintah 

lebih mengakui pendidikan pesantren atau madrasah diniyah sebagai 

subsistem pendidikan nasional sehingga para lulusan madrasah diniyah 

muadalah berkesempatan untuk melajutkan studinya ke perguruan tinggi 

                                                             
26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
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dalam negeri. Dengan perkembangan status muadalah yang diberikan 

Pemerintah terhadap pendidikan pesantren salafiyah maupun madrasah 

diniyah disambut baik oleh pondok pesantren yang kinimenjadi salah satu 

Madrasah Diniyah yang berstatus muadalah.  

Setelah ditetapkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 

2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, yang merupakan turunan atas 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama 

dan Pendidikan Keagamaan, yang merupakan implementasi dari Undang-

Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

muncullah Pendidikan diniyah formal yang menyelenggarakan pendidikan 

ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan 

anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 

tinggi. 

Dalam pasal selanjutnya pasal 16 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) dijelaskan bahwa 

pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat 

MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan diniyah menengah 

pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat. Sedangkan 

untuk pendidikan diniyah tingkat menengah menyelenggarakan pendidikan 

diniyah menengah atas sederajat MA/SMA yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
27

 

Mengenai syarat-syarat menjadi peserta didik atau siswa dalam 

madrasah diniyah, telah di atur dalam PP. No. 55 tahun 2007 pasal ( 1 ), ( 2 ), 

                                                             
27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
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( 3 ), dan ( 4 ) bahwa untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan 

diniyah dasar, seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 7 (tujuh) 

tahun.akan tetapi dalam hal daya tampung satuan pendidikan masih tersedia 

maka seseorang yang berusia 6 (enam) tahun dapat diterima sebagai peserta 

didik pendidikan diniyah dasar. Kemudian untuk dapat diterima sebagai 

peserta didik pendidikan diniyah menengah pertama, seseorang harus 

berijazah pendidikan diniyah dasar atau yang sederajat. Dan untuk dapat 

diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah atas, seseorang 

harus berijazah pendidikan diniyah menengah pertama atau yang sederajat. 

Mengenai kurikulum madrasah diniyah sendiri, dalam  PP No. 55 

tahun 2007 pasal 18 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) dijelaskan bahwa madrasah diniyah 

dasar atau pendidikan diniyah dasar formal harus wajib memasukkan muatan 

pendidikan kewarganegaraan ( PKn ), bahasa Indonesia ( BI ), matematika, 

dan ilmu pengetahuan alam ( IPA ) dalam rangka pelaksanaan program wajib 

belajar. Sedangkan Kurikulum pendidikan diniyah untuk tingkat menengah 

formal harus wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan ( PKn 

), bahasa Indonesia ( BI ), matematika, ilmu pengetahuan alam ( IPA ), serta 

seni dan budaya ( SB ).
28

 

Sebagaimana lembaga pendidikan formal pada umumnya, dalam 

madrasah diniyah atau pendidikan diniyah di akhir pendidikan juga dilakukan 

sebuah ujian yang bersifat nasional atau ujian yang dilakukan seluruh 

                                                             
28 Pedoman, peraturan, pendidikan diniyah formal  
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indonesia. Ujian nasional pendidikan diniyah dasar dan menengah 

diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta 

didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam. Mengenai ketentuan 

lebih lanjut tentang ujian nasional pendidikan diniyah dan standar 

kompetensinya ditetapkan dengan peraturan Menteri Agama dengan 

berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan. 

 

3. Dasar Pendidikan Diniyah Formal 

Dalam kehidupan manusia dan semua aktivitasnya mengharuskanadanya 

dasar yang akan dijadikan pangkal tolak dari segenap aktivitastersebut, didalam 

menetapkan dasar, manusia tentunya akan berpedomanpada pandangan hidup dan 

hukum dasar yang dianutnya dalam kehidupan baik dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Disini penulis membatasi pada dasar 

religius dan dasar yuridis atau hukum. 

a. Dasar religious ( Agama ) 

Dasar religius yaitu dasar-dasar yang bersumber dari ajaran Islam, 

sebagaimana tercantum dalam al-Quran dan Hadits. 

Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu'min itu pergisemuanya 

(ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiapgolongan di antara 

mereka beberapa orang untuk memperdalampengetahuan mereka tentang 

agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah 
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kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (Q.S. At-

Taubah : 122). 

b. Dasar Yuridis ( Hukum ) 

Dasar Yuridis adalah dasar-dasar pelaksanaan pendidikan agama yang 

berasal dari peraturan perundang-undangan secara langsung ataupun tidak 

langsung. Sedangkan dalam pelaksanaan pendidikan agama secara yuridis 

meliputi pandangan-pandangan hidup yang asas sampai pada dasar yang 

bersifat  operasional, adapun dasar-dasar tersebut adalah :  

1) Dasar ideal, yaitu pancasila 

2) Dasar konstitusional, yaitu UUD 1945 

3) Dasar Operasional, yaitu UU RI No. 20 Tahun 2003. tentang Sistem 

pendidikan nasional.
29

 Yang mana isi dari undang – undang no 20 tahun 

2003 yang berkaitan dengan  pendidikan diniyah formal yaitu sebagai 

barikut : Dalam  isi pasal Undang – Undang No 20 tahun 2003 yang 

menegaskan bahwa pendidikan madrasah diniyah dapat disetarakan 

dengan pendidikan formal pada umumnya yang mana isi pasal tersebut 

adalah sebagai berikut : a). pasal 13 ayat 1 yakni jalur pendidikan terdiri 

atas pendidikan formal, nonformal dan informal dapat saling melengkapi 

dan memperkaya; b.) pasal 26 ayat 6 yakni hasil pendidikan nonformal 

                                                             
29 http://aliyah cijulang.wordpress.com., Makalah diniyah, (04,08, 2010), diakses pada tanggal 22 

November 2016, pukul 05:18 
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dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah 

melalui prose penilaian, penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh 

pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan; c). 

pasal 30 ayat 2, 3 dan 4 yakni ayat (2) pendidikan keagamaan berfungsi 

mempersiapkan peserta didikmenjadi anggota masyarakat yang 

memahami dan mengamalkan nilai – nilai ajaran agamanya dan / atau 

menjadi ahli ilmu agama (muttafaqih fiddin), ayat (3) pendidikan 

keaagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, 

nonformal, dan informal, ayat (4) pendidikan keagamaan berbentuk 

pendidikan madrasah diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, 

dan bentuk lain yang sejenis.
30

 

 

4. Bentuk – Bentuk Madrasah Diniyah  

Pendirian madrasah diniyah mempunyai latar belakang tersendiri dan 

kebanyakan didirikan atas perorangan yang semata-mata untuk ibadah,maka 

system yang digunakan, tergantung kepada latar belakang pendiri 

danpengasuhnya, sehingga pertumbuhan madrasah diniyah di 

Indonesiamengalami demikian banyak ragam dan coraknya.Pendidikan diniyah 

terdiri atas 2 sistem, yakni jalur sekolah dan jalurluar sekolah, pendidikan diniyah 

jalur sekolah akan mengunakan systemkelas yang sama dengan sekolah dan 

                                                             
30 UU sisdiknas No 20 Tahun 2003 
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madrasah, yaitu kelas I sampai dengan kelas VI (diniyah Ula), kelas VII,VIII, IX 

(diniyah Wustho) dan kelas X, XI, XII (diniyah Ulya).  

Pendidikan diniyah secara khusus hanya mempelajari ajaran agama Islam 

dan bahasa Arab, namun penyelenggaraanya mengunakan system terbuka, yaitu 

siswa diniyah dapat mengambil mata pelajaran pada satu pendidikan lain sebagai 

bagaian darikuri kulumnya. Sementera untuk pendidikan diniyah jalur sekolah 

penyelenggaraanya akan diserahkan kepada penyelenggara masing-masing. 

Madrasah diniyah dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu :  

1. Madrasah diniyah Awaliyah (MDA) adalah satuan pendidikan keagamaan 

jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agamaIslam tingkat 

dasar. 

2. Madrasah diniyah Wustho (MDW) adalah satuan pendidikan keagamaan jalur 

sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat menengah 

pertama sebagai pengembangan pengetahuan yang diperoleh pada madrsah 

diniyan Awaliyah. 

3. Madrasah diniyah ulya (MDU) adalah satuan pendidikan keagamaan jalur luar 

sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat menegah 

atas denan melanjutkan dan mengembangkan pendidikan madrasah diniyah 

wustho. 

5. Potensi Dan Kelemahan madrasah Diniyah  

a) Potensi Madrasah Diniyah 
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Pada dasarnya, potensi yang ada pada Madrasah Diniyah tidak 

jauh berbeda dengan potensi pondok pesantren, karena kedua bentuk 

satuan pendidikan ini sama-sama lembaga pendidikan yang lahir, 

tumbuh, dan berkembang ditengah-ditengah masyarakat, dan dilatar 

belakangi oleh kebutuhan masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan 

yang dibutuhkan oleh masyarakat dan murni diselenggarakan oleh 

swasta.  

Kekuatan utama Madrasah Diniyah adalah kekennyalannya  

menghadapi permasalahan yang timbul. Meskipun dengan kondisi 

yang serba kekurangan, madrasah diniyah ini terus berkembang. 

Kekuatan lain yang dimiliki Madrasah Diniyah adalah keabsahannya 

memilih pola, pendekatan, bahkan sistem pembelajaran yang 

dipergunakan, tanpa terikat dengan model-model tertentu.
31

 

Eksistensi madrasah semakin dibutuhkan tatkala „jebolan‟ 

pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal ternyata kurang 

mampu dalam penguasaan ilmu agama. Dengan kenyataan itu maka 

keberadaan Madrasah Diniyah, sebagai penopang dan pendukung 

pendidikan formal yang ada. Selain itu diharapkan dapat mendukung 

pengembangan madrasah diniyah dimasa-masa mendatang. .Hal ini 

tampak dari semakin semaraknya kehidupan beragama, seperti 

                                                             
31 Depertemen Agama RI, Pedoman, Nomor 25 
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terekam dalam beberapa media masa, baik media cetak maupun media 

elektronika.  

 

b) Kelemahan-kelemahan Madrasah Diniyah  

Sebagai lembaga pendidikan baik itu formal maupun non 

formal, pasti mempunyai kelemahan-kelemahan. Meskipun Madrasah 

Diniyah dan siswanya semakin meningkat dari tahun-ketahun sebagai 

lembaga pendidikan keagamaan yang berbasis pada mayarakat ini 

tidak berkembang dengan optimal. Sebagian besar diniyah adalah 

lembaga pendidikan yang melayani lapisan masyarakat yang lemah 

atau mereka yang membutuhkan nilai lebih dari agama. Hal ini disatu 

sisi menempatkan diniyah sebagai penyelamat bagi masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhannya terhadap pendidikan agama, tapi di sisi lain 

berkembang dengan manajemen dan sumber daya pendidikan (SDM, 

sarana prasarana, pembiayaan,) yang lemah dan pada akhirnya 

berdampak pada rendahnya kualitas hasil pendidikan dan jaminan 

kelangsungan hidupnya. Banyak Madrasah Diniyah yang saat 

didirikan cukup baik perkembangannya, namun karena keterbatasan 

sumber daya pendidikan akhirnya mengalami penurunan. 

Permasalahan pokok lain, walaupun diniyah merupakan lembaga 

pendidikan secara historis merupakan bagian penting dalam usaha 
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pencerdasan rakyat, dirasakan perhatian negara dan pemerintah masih 

rendah. Hal ini tidak saja tampak  dalam ketidak jelasan kedudukan 

dan pengakuan lulusan Madrasah Diniyah dalam sistem perundang-

undangan tentang pendidikan nasional, tetapi juga tampak dalam 

substansi pelayanan/pembinaan.
32

 

Kelemahan lain yang ada pada madrasah diniyah adalah sistem 

pendidikan yang dimiliki lebih banyak terkesan „ala kadarnya‟. Ada 

banyak langkah yang bisa ditempuh untuk mewujudkan model 

pendidikan yang ideal, antara lain:  

1) Integralisasi sistem pendidikan Madrasah Diniyah ke 

dalam sistem pendidikan formal pesantren. 

2) Penerapan menejemen pendidikan secara benar dalam 

Madrasah Diniyah. 

3) Sistem pembelajaran yang dilaksanakan harus mengacu 

kepada pola pembelajaran yang terpola dan 

berpedoman kepada kurikulum.  

 

6. kurikulum Pendidikan Diniyah Formal 

pada awalnya kurikulum pendidikan diniyah formal ini terbentuk 

karena kementrian agama pusat mengumpulkan utusan – utusan dari beberapa 

pesantren di seluruh Indonesia untuk merumuskan kurikulum apa saja yang 

                                                             
32 Ibid, hal 26 
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dijadikan standart kurikulum nasional untuk kurikulum pendidikan diniyah 

formal dan pada akhirnya yang menjadi acuan dalam kurikulum pendidikan 

diniyah formal di nurul qodim yakni musabaqoh qiroatul qutub yang 

dilaksanakan 3 tahun sekali di Indonesia baik even dari tingkat nasional 

maupun tingkat provensi dan mengacu dari berbagai pesantren yang terkenal 

seperti sidogiri lirboyo dan lain sebagainya, dan dari acuan tersebut tinggal 

merumuskan mata pelajaran yang harus dimasukkan dari standart sesuai 

jenjang madrasah diniyah formal tersebut.
33

 Sebagaimana  kurikulum 

pendidikan diniyah formal Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional  Pendidikan pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa 

kurikulum untuk jenis pendidikan keagamaan formal terdiri atas kelompok 

mata pelajaran yang ditentukan berdasarkan tujuan pendidikan keagamaan.  

Tujuan pendidikan keagamaan secara umum, sebagaimana termaktub 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan 

Agama dan Pendidikan Keagamaan pasal 8 ayat (2), adalah untuk 

terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai 

ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, 

kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. 

Sedangkan secara lebih khusus, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 

Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam pasal 2 menyatakan bahwa 

                                                             
33 Depertemen Agama RI, Pedoman PDF 
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tujuan penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam adalah untuk: a) 

menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketakwaan 

kepada Allah Subahanahu Wa Ta’ala; b) mengembangkan kemampuan, 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu 

agama Islam (mutafaqqih fiddîn) dan/atau menjadi muslim yang dapat 

mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari; dan c) 

mengembangkan pribadi akhlakul karîmah bagi peserta didik yang memiliki 

kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, 

kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan sesama umat Islam (ukhuwah 

Islamiyah), rendah hati (tawâdhu’), toleran (tasâmuh), keseimbangan 

(tawâzun), moderat (tawâsuth), keteladanan (uswah), pola hidup sehat, dan 

cinta tanah air.  

 

a) Struktur Kurikulum pendidikan Diniyah Formal 

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang 

harus ditempuh oleh santri dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan 

kurikulum pada setiap mata pelajaran dituangkan dalam kompetensi yang 

harus dikuasai santri sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam 

struktur kurikulum. Kompetensi yang dimaksud adalah berupa Kompetensi 
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Dasar yang dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan. Muatan 

lokal juga merupakan bagian integral dari struktur kurikulum.
34

 

Struktur kurikulum Pendidikan Diniyah tingkat Ulya meliputi 

substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 

tiga tahun. Struktur kurikulum disusun berdasarkan Standar Kompetensi 

Lulusan dengan ketentuan sebagai berikut. 

1) Kurikulum Pendidikan Diniyah tingkat Ulya terdiri atas 19 mata pelajaran 

dan muatan lokal seperti tertera pada tabel. 

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk 

mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas, potensi 

dan keunggulan yang dimiliki oleh suatu pesantren yang materinya 

menuntut untuk dijadikan sebagai mata pelajaran tersendiri. Substansi 

muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan diniyah dan tidak terbatas 

pada mata pelajaran keterampilan. Muatan lokal merupakan mata 

pelajaran, sehingga satuan pendidikan diniyah harus mengembangkan 

sendiri Kompetensi Dasar untuk setiap jenis muatan lokal yang 

diselenggarakan. Satuan pendidikan diniyah dapat menyelenggarakan satu 

atau beberapa mata pelajaran muatan lokal setiap semester.
35

 

                                                             
34 Keputusan direktur jenderal pendidikan islam,kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan 

diniyah formal ULYA,NO 6036, tahun 2015 
35

 Keputusan direktur jenderal pendidikan islam,kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan 

diniyah formal ULYA,NO 6036, tahun 2015 
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2) Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana 

tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan 

menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara 

keseluruhan. 

3) Alokasi waktu satu jam  pembelajaran adalah 45 menit.  

4) Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34-38 

minggu 

5) Adapun Struktur Kurikulum Pendidikan Diniyah Tingkat Ulya 

 

TABEL II STRUKTUR KURIKULUM 

KOMPONEN 

MATA PELAJARAN 

Kelas / Alokasi Waktu 

1 2 3 

A. Keagamaan Islam    

 1. Alquran 2 2 2 

 2. Tafsir-Ilmu Tafsir 4 4 4 

 3. Hadits-Ilmu Hadits 4 4 4 

 4. Tauhid 2 2 2 

 5. Fiqh-Ushul Fiqh 4 4 4 

 6. Akhlaq-Tasawuf 2 2 2 

 7. Tarikh 2 2 2 

 8. Bahasa Arab 3 3 3 

 9. Nahwu-Sharf 4 4 4 

 10. Balaghah 2 2 2 

 11. Ilmu Kalam 2 2 2 

 12. Ilmu Arudh  1 1 
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 13. Ilmu Mantiq 1 1 1 

 14. Ilmu Falak  1 1 

B. Pendidikan Umum    

 15. Pendidikan Kewarganegaraan 1 1 1 

 16. Bahasa Indonesia 2 2 2 

 17. Matematika 2 2 2 

 18. Ilmu Pengetahuan Alam 2 2 2 

 19. Seni Budaya 2 2 2 

C. Muatan Lokal 12 10 10 

Jumlah 53 53 53 

 

 

6) Daftar Nama Kitab Rujukan 

TABEL III DAFTAR MATA PELAJARAN 

 
MATA 

PELAJARAN 
KLS NAMA KITAB 

1 
Alquran 

1, 2, 

3 

Bermuatan Tahsin dan Tahfidz juz 30 

ditambah dengan surah-surah pilihan. 

2 

Tafsir-Ilmu Tafsir 1 

Tafsir 

( المحلي والسيوطي)تفسير الجلالين 

َىوي )يشاح نجٍذ نكشف يؼُى انمشآٌ انًجٍذ 

( انجبوي

( انصبثىًَ)صفىح انتفبسٍش 

Ilmu Tafsir 
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( انسٍىطً)الإتمبٌ فً ػهىو انمشآٌ 

( انسٍىطً)انذساٌخ نمشاء انُمبٌخ إتًبو 

(  صجذً انصبنخ)يجبدث فً ػهىو انمشآٌ 

 

2 

Tafsir 

( انًذهً وانسٍىطً)تفسٍش انجلانٍٍ 

َىوي )يشاح نجٍذ نكشف يؼُى انمشآٌ انًجٍذ 

( انجبوي

( انصبثىًَ)صفىح انتفبسٍش 

Ilmu Tafsir 

( انسٍىطً)الإتمبٌ فً ػهىو انمشآٌ 

( انسٍىطً)انُمبٌخ إتًبو انذساٌخ نمشاء 

(  صجذً انصبنخ)يجبدث فً ػهىو انمشآٌ 

 

3 

Tafsir 

( انًذهً وانسٍىطً)تفسٍش انجلانٍٍ 

َىوي )يشاح نجٍذ نكشف يؼُى انمشآٌ انًجٍذ 

( انجبوي

( انصبثىًَ)صفىح انتفبسٍش 

Ilmu Tafsir 

( انسٍىطً)الإتمبٌ فً ػهىو انمشآٌ 

( انسٍىطً)إتًبو انذساٌخ نمشاء انُمبٌخ 

(  صجذً انصبنخ)يجبدث فً ػهىو انمشآٌ 
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3 

Hadis Ilmu Hadis 

1 

Hadis 

( يذًٍ انذٌٍ انُىوي)سٌبض انصبنذٍٍ 

انشٍخ أدًذ )يختبس الأدبدٌث انُجىٌخ وانذكى انًذًذٌخ 

( انهبشًً

Ilmu Hadis 

ػطٍخ )ششح انًُظىيخ انجٍمىٍَخ فً يصطهخ انذذٌث 

 (الاجهىسي

 

2 

Hadis 

( انذٌٍ انُىوييذًٍ )سٌبض انصبنذٍٍ 

( انسٍىطً)انجبيغ انصغٍش 

Ilmu Hadis 

يذًذ يذفىظ )يُهج روي انُظش فً ششح يُظىيخ الأثش 

 (انتشيسً

 (يذًذ انًبنكً)انًُهم انهطٍف فً أصىل انذذٌث انششٌف 

 

3 

Hadis 

( يذًٍ انذٌٍ انُىوي)سٌبض انصبنذٍٍ 

( انسٍىطً)انجبيغ انصغٍش 

Ilmu Hadis 

يذًذ يذفىظ )ششح يُظىيخ الأثش يُهج روي انُظش فً 

 (انتشيسً

 (يذًذ انًبنكً)انًُهم انهطٍف فً أصىل انذذٌث انششٌف 

4 Tauhid  1  (دسٍٍ أفُذي)انذصىٌ انذًٍذٌخ 
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( انجٍجىسي)تذفه انًشٌذ ػهى جىهشح انتىدٍذ 

( انسُىسً)أو انجشاهٍٍ  2 

( انسُىسً)أو انجشاهٍٍ  3 

5 

Fiqh-Ushul Fiqh 

1 

Fiqh 

( صٌٍ انذٌٍ انًهٍجبسي)انًؼٍٍ فتخ 

( يذًذ انششثًٍُ)الإلُبع فً دم أنفبظ أثً شجبع 

ششح انًذهً ػهى يُهبج انطبنجٍٍ 

Ushul Fiqh 

ٌذٍى )تسهٍم انطشلبد فً َظى انىسلبد 

( انؼًشٌطً

 

2 

Fiqh 

( صٌٍ انذٌٍ انًهٍجبسي)فتخ انًؼٍٍ 

( يذًذ انششثًٍُ)الإلُبع فً دم أنفبظ أثً شجبع 

انًذهً ػهى يُهبج انطبنجٍٍ ششح 

Ushul Fiqh 

 (انشٍشاصي)انهًغ فً أصىل انفمه 

( انشٍخ صكشٌب الأَصبسي)نت الأصىل 

 

3 

Fiqh 

( صٌٍ انذٌٍ انًهٍجبسي)فتخ انًؼٍٍ 

( يذًذ انششثًٍُ)الإلُبع فً دم أنفبظ أثً شجبع 

( ؟)انًذهً 
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Ushul Fiqh 

 (انشٍشاصي)انهًغ فً أصىل انفمه 

( انشٍخ صكشٌب الأَصبسي)نت الأصىل 

6 

Akhlaq Tasawuf 

1 
( يذًذ شطب انذيٍبطً)كفبٌخ الأتمٍبء ويُهبج الأصفٍبء 

( انغضانً)يُهبج انؼبثذٌٍ إنى جُخ سة انؼبنًٍٍ 

 
2 

يذًذ جًبل انذٌٍ )يىػظخ انًؤيٍٍُ يٍ إدٍبء ػهىو انذٌٍ 

( انمبسًً

 
3 

انذٌٍ يذًذ جًبل )يىػظخ انًؤيٍٍُ يٍ إدٍبء ػهىو انذٌٍ 

( انمبسًً

7 

Tarikh 

1 

(  صفً انشدًٍ انًجبسكفىسي)انشدٍك انًختىو 

( اثٍ هشبو)انسٍشح انُجىٌخ 

 

2 

(  صفً انشدًٍ انًجبسكفىسي)انشدٍك انًختىو 

( اثٍ هشبو)انسٍشح انُجىٌخ 

 

3 

(  صفً انشدًٍ انًجبسكفىسي)انشدٍك انًختىو 

( اثٍ هشبو)انسٍشح انُجىٌخ 

8 

Bahasa Arab 

1 

ػجذ انشدًٍ انفىصاٌ )انؼشثٍخ ثٍٍ ٌذٌك 

( واَخشوٌ

يذًىد إسًبػٍم صًٍُ )انؼشثٍخ نهُبشئٍٍ 

( واَخشوٌ

 

2 

ػجذ انشدًٍ انفىصاٌ )انؼشثٍخ ثٍٍ ٌذٌك 

( واَخشوٌ

يذًىد إسًبػٍم صًٍُ )انؼشثٍخ نهُبشئٍٍ 
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( واَخشوٌ

 

3 

ػجذ انشدًٍ انفىصاٌ )انؼشثٍخ ثٍٍ ٌذٌك 

( واَخشوٌ

يذًىد إسًبػٍم صًٍُ )نهُبشئٍٍ انؼشثٍخ 

( واَخشوٌ

9 

Nahwu-Sharf 

1 

أنفٍخ اثٍ يبنك 

( اثٍ هشبو)يغًُ انهجٍت ػٍ كتت الأػبسٌت 

 

2 

أنفٍخ اثٍ يبنك 

( اثٍ هشبو)يغًُ انهجٍت ػٍ كتت الأػبسٌت 

أنفٍخ اثٍ يبنك  3 

10 

Balaghah 

 (ػجذ انشدًٍ الأخضشي)انجىهش انًكُىٌ  1

( انسٍىطً)فً انًؼبًَ وانجٍبٌ  ػمىد انجًبٌ 2 

 (انسٍىطً)ػمىد انجًبٌ فً انًؼبًَ وانجٍبٌ  3 

11 

Ilmu Kalam 

 (ليأثى دبيذ انغضا)الالتصبد فً الاػتمبد  1

 (أثى دسٍ الأشؼشي)الإثبَخ ػٍ أصىل انذٌبَخ  2 

 (أثى دسٍ الأشؼشي)الإثبَخ ػٍ أصىل انذٌبَخ  3 

12 

Ilmu Arudh 

2 

( يذًذ انذيُهىسي)انشبفً يتٍ انكبفً انًختصش 

أدًذ )يٍضاٌ انزهت فً صُبػخ شؼش انؼشة 

( انهبشًً

( ؟)َظى انؼشوض 

( يذًذ انذيُهىسي)انًختصش انشبفً يتٍ انكبفً  3 
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أدًذ )يٍضاٌ انزهت فً صُبػخ شؼش انؼشة 

( انهبشًً

 (؟)َظى انؼشوض 

13 

Ilmu Mantiq 

( يذًذ َىس إثشهًًٍ)ػهى انًُطك  1

 
2 

ػجذ انشدًٍ )انسهى انًُىسق فً ػهى انًُطك 

 (الاخضشي

 
3 

ػجذ انشدًٍ )انسهى انًُىسق فً ػهى انًُطك 

 (الاخضشي

14 

Ilmu Falak 

 (؟)انذسوط انفهكٍخ  2

 (يذًذ يُصىس انجتبوي)سهى انٍُشٌٍ  3 

15 

Pendidikan 

Kewarganegaraan 

1 

( انًبوسدي)الأدكبو انسهطبٍَخ 

 يمذيخ اثٍ خهذوٌ

 

2 

( انًبوسدي)الأدكبو انسهطبٍَخ 

 يمذيخ اثٍ خهذوٌ

 

3 

( انًبوسدي)الأدكبو انسهطبٍَخ 

 يمذيخ اثٍ خهذوٌ

16 

Seni dan Budaya 

انجشدح، انجشصَجً، انذٌجؼً، سًظ انذسس  1

انجشدح، انجشصَجً، انذٌجؼً، سًظ انذسس  2 

انجشدح، انجشصَجً، انذٌجؼً، سًظ انذسس  3 

 

 

b) Kerangka Dasar kurikulum Pendidikan diniyah formal 
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a. Landasan filosofis  

Kurikulum satuan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) 

dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi 

upaya mengembangkan kapasitas peserta didik menjadi manusia 

muslim Indonesia yang berkualitas yang menguasai ilmu-ilmu agama 

islam dan mampu berkontribusi dalam kehidupan social. Landasan 

filosofis yang dijadikan pijakan dalam pengembangan kurikulum 

satuan Pendidikan Diniyah Formal adalah sebagai berikut. 

1) Pendidikan Diniyah formal berakar pada tradisi pesantren 

dalam rangka membentuk manusia seutuhnya yang mampu 

menjalankan kekhalifahan dimuka bumi dan sekaligus sebagai 

hamba Allah yang harus mengabdikan dirinya semata-mata 

kepada Allah dalan menjalankan peran tersebut. 

2) Kurikulum pendidikan Diniyah Formal dikembangkan dalam 

kerangka dasar yang menempatkan peserta didik sebagai 

subjek pengetahuan. Kurikulum diarahkan untuk dapat 

mengembangkan kapasitas peserta didik sebagai pribadi yang 

bukan hanya sekedar mendapatkan pengetahuan keagamaan 

diri kiyai atau ustad, tetapi juga dapat memperoleh dan 
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mengembangkan pengetahuan melalui interaksi dengan sesama 

peserta didik, masyarakat, atau sumber belajar lainnya.
36

 

 

b. Landasan sosiologis  

Kurikulum PDF dikembangkan atas pengakuan adanya praktik 

yang sangat baik yang berlangsung dipesantren dalam rangka 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman 

dan bertqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab sebagaimana termaktub dalam tujuan pendidikan 

nasional. Praktik pendidikan yang yang sangat baik ini mengkristalkan 

pada tradisi kultural yang ada dipesantren tidak bertujuan untuk 

mengejar materi, kekuasaan dan keagungan duniawi, akan tetapi 

dilakukan semata-mata merupakan pengalaman atas suatu kewajiban 

dan pengabdian kepada Allah SWT. 

Pengembangan kurikulum pada satuan Pendidikan Diniyah 

Formal juga didasarkan atas tradisi yang berorientasi pada penguasaan 

kitab kuning yang merupakan salah satu karakteristik pesantren 

ditanah air dalam upaya mencetak kader ulama yang mutaffaqih fiddin 

yang bertumpu pada nilai-nilai kultural yang moderat (tasamuh), 

                                                             
36

 Keputusan direktur jenderal pendidikan islam,kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan 

diniyah formal ULYA,NO 6036, tahun 2015 
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kegiatan penguasaan kitab kuning ini dilakukan tidak hanya diruang 

kelas, akan tetapi juga di serambi-serambi asrama ataupun masjid 

sebagai sentra berbagai kegiatan pesantren. 
37

 

 

c. Landasan Psikopedagogis 

Kurikulum PDF dikembangkan atas dasar tradisi epistemology 

islam yang meyakini bahwa ilmu tidak hanya diperoleh melalui kajian 

dan eksperimen yang dilakukan secara rasional, tetapi juga merupan 

Nur Allah yang terpancar kedalam hati manusia yang meniscayakan 

adanya kesucian.  

Seiring dengan itu maka pembelajaran dalam kurikulum 

Pndidikan Diniyah Formal dipahami bukan sekedar sebagai proses 

capaian rasional secara kasbi, tetapi sekedar proses intuitif suci secara 

ladunni dari Allah SWT kepada peserta didik. Oleh karena itu, dalam 

pembelajaran Pendidikan Diniyah Formal perlu bersamaan dengan 

proses penyucian hati yang dilakukan melalui berbagai kegiatan 

ubudiyyah, mujahadah dan riyadhah untuk mendekatkan diri kepada 

Allah dan bukan untuk mencari kemegahan dan kedudukan.
38

 

 

                                                             
37 Keputusan direktur jenderal pendidikan islam,kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan 

diniyah formal ULYA,NO 6036, tahun 2015 
38 http://www. Wiki edukasi.com, kerangka dasar dan struktur kurikulum, (Surabaya:07 2016), diakses 

pada tanggal 21 november 2016 pukul 08.09 

http://www/
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d. Landasan Yuridis 

Landasan yuridis pengembangan kurikulum satuan Pendidikan 

Diniyah Formal yaitu : 

1) Undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 19945 

2) Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 2003 

tentang system pendidikan nasional. 

3) Peraturan pemerintah nomor 19 tahun2005 tentang standar 

Nasional Pendidikan sebagaimana telah dua kali dirubah 

terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2015 

tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 

tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan. 

4) Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang 

pendidikan agama dan pendidikan keagaamaan 

5) Peraturan menteri agama republic Indonesia nomor 13 tahun 

2014 tentang pendidikan keagamaan islam
39
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 Keputusan direktur jenderal pendidikan islam,kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan 

diniyah formal ULYA,NO 6036, tahun 2015 
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c) Jenjang Pendidikan Diniyah Formal   

Madrasah diniyah Formal dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu :  

1) Madrasah diniyah Awaliyah yang biasa disebut dengan ULA  (MDA) 

adalah satuan pendidikan jalur keagamaan yang menyelenggarakan 

pendidikan agama Islam tingkat dasar.  

2) Madrasah diniyah Wustho (MDW) adalah satuan pendidikan 

keagamaan jalur sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama 

Islam tingkat menengah pertama sebagai pengembangan pengetahuan 

yang diperoleh pada madrsah diniyah Awaliyah.  

3) Madrasah diniyah ulya (MDU) adalah satuan pendidikan keagamaan 

jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam 

tingkat menegah atas denan melanjutkan dan mengembangkan 

pendidikan madrasah diniyah wustho
40

 

4) Ma‟had Aly yaitu bentuk pendidikan tinggi khas pesantren yang 

secara Uniqui berbeda dengan perguruan tinggi pada umumnya. 

Ma‟had Aly eksis, tumbuh dan berkembang dalam dunia pesantren. 

Ma;had Aly adalah lembaga pendidikan Ulama‟ tingkat tinggi sebagai 

lanjutan dari pendidikan dan pengajaran madrasah Diniyah tingkat 

Aliyah atau yang sederajat.  

Ma‟had Aly pada dasarnya adalah lembaga pendidikan tinggi yang 

sepenuhnya dirancang dan dikelola oleh masyarakat. Basis Ma‟had 

                                                             
40 Hasan Langgulung, Asas-Asas Pendidikan Islam, (Jakarta : Al Husna Zikra,2000), hal 7 
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Aly tidak lain adalah pesantren – pesantren yang besar di seluruh 

wilayah di Indonesia. Berbeda dengan perguruan tinggi apad 

umumnya, Ma‟had Aly selama ini di biarkan dan diberi kesempatan 

berkembang atas dasar kemauan dan kesanggupan pengelolanya. 

madrasah diniyah Formal yang sudah dijenjang sekolah tinggi yang 

mana perguruan tinggi ini juga disetarakan dengan perguruan tinggi 

lainnya hanya saja di Ma‟had Aly lebih memperdalami kitab kuning 

yang menjadi prioritas pembelajaran. Maka dari itu setelah menempuh 

pendidikan diniyah Formal jenjang ULA, WUSTHO dan ULYA 

dianjurkan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah tinggi Ma‟had 

Aly agar pendidikan yang dijalani linier. 

 

C. Keterkaitan Undang – Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Dengan 

Peraturan Pemerintah No 55 Tahun  2007  

1. Keterkaitan Undang – Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Dengan 

Peraturan Pemerintah No 55 Tahun  2007  

Salah satu produk Pemerintah setelah mengesahkan UU Sisdiknas  

No.20 tahun 2003 adalah disahkannya Peraturan Pemerintah No.55 pada 

tahun 2007. Peraturan ini juga sebagai tindak lanjut atas kebijakan dalam UU 

Sisdiknas No.20 tahun 2003 pada pasal 30 sebagai penjelasandan ketentuan-

ketentuan lebih jauh seputar pendidikan agama dan keagamaan. Di dalam 
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pasal 1 ayat(1) dan (2) disebutkan perbedaan antara pendidikan agama dan 

keagamaan. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan 

pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta 

didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-

kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan. Sedangkan pendidikan keagamaan ialah pendidikan yang 

mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang 

menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi 

ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
41

 

Melalui Peraturan Pemerintah inilah pendidikan keagamaan telah 

diakui sebagai bagian dari lembaga pendidikan nasional. Termasuk pendidika 

keagamaan tersebut yang diakui adalah pendidikan diniyah dan pesantren. 

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 ayat 1 yang menyebutkan bahwa 

pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren, 

dimana dalam penyelenggaraannya dapat dilaksanakan secara formal, 

informal, maupun non formal (ayat 2).
42

 

Mengenai kurikulum pendidikan keagamaan diniyah formal diatur 

dalam pasal 18 yang menyebutkan untuk kurikulum diniyah dasar formal 

wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa indonesia, 

matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Sedangkan pada pendidikan diniyah 

                                                             
41 Himpunan Peraturan Perundang-undangan,(Bandung: Fokus Media2009), hal 146  

42 Himpunan Peraturan Perundang-undangan,(Bandung: Fokus Media2009), hal 153 
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menengah formal selain keempat mata pelajaran diatas juga ditambah dengan 

seni dan budaya.
43

 

 

2. Madrasah Dalam Pendidikan Nasional  

Dengan adanya Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang 

Pendidikan Nasional telah mengakui keberadaan madrasah sebagai bagian 

dari sistem pendidikan nasional, dan disahkannya Peraturan Pemerintah No.55 

pada tahun 2007. Peraturan ini juga sebagai tindak lanjut atas kebijakan dalam 

UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 pada pasal 30 sebagai penjelasandan 

ketentuan-ketentuan lebih jauh seputar pendidikan agama dan keagamaan. 

Serta berdasarkan PP No. 28 dan 29 Tahun 1989 ditetapkan bahwa madrasah 

adalah sekolah umum yang berciri khas Islam dan kurikulum madrasah adalah 

sama dengan kurikulum sekolah plus ciri khasnya.
44

 

Setelah di tetapkannya Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional sebagai penyempurna dan pengganti undang-

undang sebelumnya, maka kedudukan madrasah semakin kuat karena secara 

tegas posisinya disebut sejajar dengan sekolah umum yang sederajat ( Bab VI 

pasal 17 dan 18 ). Kedudukan secara formal yang ditetapkan sederajat sebagai 

produk kebijakan politik pendidikan pemerintah, tentu belum sepenuhnya 

mendongkrak wibawa akademik madrasah. Namun semuanya masih 

                                                             
43 Ibid, hal 154 
44 Puslitbang STAIN Kediri, Madrasah dan Permasalahannya, (Stain Kediri, Kediri : 2008),  hal 24  
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bergantung pada kemampuan pengelola madrasah serta pihak-pihak yang 

berwenang untuk mengembangkan dan membawa madrasah keluar dari 

persoalan-persoalan klasik yang dihadapi selama ini.
45

 

Salah satu ciri dari Undang-Undang SistemPendidikan Nasional 

nomor 20 tahun 2003 ialah memberikan jaminan untuk berkembang kepada 

berbagai prakarsa masyarakat di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan 

agama misalnya, terdapat pasal yang mewajibkan pendidikan agama diajarkan 

oleh guru seagama. Begitu juga pondok pesantren dan pendidikan keagamaan 

lainnya dibuka jalur untuk menjadi lembaga informal, non formal dan formal.  

Atau berpindah dari non formal menjadi formal. Dari sisi ini para 

penyelenggara pendidikan khususnya pendidikan Islam diberi kesempatan 

seluas-luasnya untuk mengekspresikan hasrat di bidang pendidikan. 

  

3. Keseimbangan Dan Kesetaraan Madrasah Diniyah Formal 

Paradigma baru lainnya yang dituangkan dalam UU Sisdiknas yang 

baru adalah konsep kesetaraan, antara satuan pendidikan yang di 

selenggarakan oleh pemerintah dan satuan pendidikan  yang di selenggarakan 

oleh masyarakat. Tidak adalagi istilah satuan pendidikan "platmerah" atau 

"platkuning" semuanya berhak memperoleh dana dari Negara dalam suatu 

                                                             
45 Khozin, Jejak-jejak Islam di Indonesia, (UMM Press, Malang : 2006), hal 112  
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sistem yang terpadu. Demikian juga adanya kesetaraan antara satuan 

pendidikan yang dikelola oleh Kementerian.  

PendidikanNasional dengan satuan pendidikan yang di kelola oleh 

Kementerian Agama yang memiliki ciri khas tertentu. Itulah sebabnya dalam 

semua jenjang pendidikan disebutkan mengenai nama pendidikan yang di 

selenggarakan oleh Kementerian Agama. Dengan demikian UU Sisdiknas 

telah menempatkan pendidikan sebagai satu kesatuan yang sistemik ( pasal 4 

ayat 02 ).  

Selain itu UU Sisdiknas yang di jabarkan dari UUD 45, telah 

memberikan keseimbangan antara peningkatan iman dan takwa serta akhlak 

mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tergambar 

dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu bahwa pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (pasal 03).  Dengan 

demikian UU Sisdiknas  yang baru telah memberikan keseimbangan antara 

iman, ilmu dan amal (shaleh). Hal itu selain tercermin dari fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional, juga dalam penyusunan kurikulum ( pasal 36 ayat 03 ), 
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dimana peningkatan iman dan takwa, akhlak mulia, kecerdasan, ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni dan sebagainya di padukan menjadi satu.
46

 

 

                                                             
46

 Prof. Dr. Arifin Anwar, Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang - Undang 

Sisdiknas, (Poksi VI FPG DPR RI, Jakarta : 2003), hal 05 


